SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025-2030

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di berbagai bidang
pembangunan secara terpadu, komprehensif, dan
berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender,
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender diatur
dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Tahun 2025-2030;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

@

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki
dan perempuan.

Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah
dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya
percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam
peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus
pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan
peran serta masyarakat di Daerah.

Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah
konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari
berbagai instansi/lembaga di Daerah.

Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan
akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif
gender.

Pasal 2

RAD PUG Tahun 2025-2030 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

RAD PUG Tahun 2025-2030 bertujuan untuk:

a. sebagai panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan
kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
pembangunan yang responsif gender;

b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah
untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses,
partisipasi, mempunyai kontrol, dan memperoleh manfaat yang adil dari
pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan
kesetaraan gender; dan

c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dalam
mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 4

RAD PUG Tahun 2025-2030 dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan PUG secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan untuk
meningkatkan implementasi PUG di berbagai bidang pembangunan dalam
rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah.

Pasal 5

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RAD PUG Tahun 2025-2030
adalah:

a. meningkatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam
implementasi PUG pada 7 (tujuh) tahapan proses pembangunan;

b. meningkatnya partisipasi dan pengaruh perempuan dalam pengambilan
keputusan politik dan ekonomi serta akses terhadap sumber daya dan
peluang; dan

c. meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai
bentuk kekerasan.

BAB II
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia
usaha dan media massa dapat berpartisipasi dalam pelaksanan PUG di
daerah.

Pasal 7

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan
melalui:

perencanaan yang responsif gender;

pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
penerapan komponen PUG dalam kelembagaan; dan

penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di
lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik,
serta pelaporan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran hak-
hak gender.

pao oD

BAB III
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
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b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanaan RAD PUG dan analisis penyelenggaraan PUG di
setiap Perangkat Daerah dilakukan oleh Pokja PUG yang dibantu oleh Tim
Teknis.

(2) Pokja PUG bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan RAD
PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI PURBALINGGA,
ttd
FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

,2 Ditandatangani secara
s/ elektronik oleh:

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007
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A. Rencana Aksi Daerah PUG untuk Penyelesaian Isu Gender

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2025-2030

Program / Indikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 0023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Dinas
1 | Pendidikan Dan
Kebudayaan
Harapan Lama Angka 13 13 13 13 13 13 13
Sekolah (HLS)
Rata-Rata Lama Angka 8 8 8 8 8 8 8
Sekolah (RLS)
Angka Melek % n.a 52 54 55 55 55 55
Budaya
Program - -
Pengelolaan
Pendidikan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Pengelolaan - -
Pendidikan
Sekolah
Dasar
Sosialisasi Dan Jumlah kegiatan Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Advokasi sosialisasi dan
Kebijakan Bidang | advokasi
Pendidikan kebijakan di
bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
Pemberian Jumlah kegiatan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
Layanan pendampingan
Pendampingan bagi satuan
Bagi Satuan pendidikan
Pendidikan untuk
Untuk pencegahan
Pencegahan perundungan,
Perundungan, kekerasan, dan
Kekerasan, Dan intoleransi
Intoleransi
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Indikator Kondisi Target Kinerja

Program / Lo,
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Dinas - -
Kesehatan
Usia harapan Angka 75 75 75 75 75 75 75
hidup (UHH)
Persentase % n.a. 2 2 2 2 2 2
penurunan
kasus kematian
ibu
Persentase % 69 74 80 86 86 86 86
kabupaten/kota
yang
menyelenggaraka

n pelayanan
kesehatan lansia

Persentase % 75 80 85 90 90 90 90
ketercapaian
intervensi
spesifik dalam
penurunan
stunting
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027 | 2028

2029

2030

Persentase
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
menular,
penyakit tidak
menular dan
kesehatan jiwa

%

74

80

82

85 85

85

85

Persentase
pelayanan
kesehatan bagi
penduduk
terdampak krisis
kesehatan akibat
bencana atau
berpotensi
bencana

%

100

100

100

100 100

100

100

Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
dengan layanan
kesehatan
prioritas sesuai

%

25

27

29

30 30

30

30
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027

2028

2029

2030

standar

Persentase
pemenuhan
Standar
pelayanan
minimum (SPM)
RSUD dr.
Moewardi

%

86

87

87

87

87

87

87

Persentase
pemenuhan
Standar
pelayanan
minimum (SPM)
RSUD Prof. dr.
Margono
Soekarjo

%

90

90

90

90

90

90

90
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Persentase
pemenuhan
Standar
pelayanan
minimum (SPM)
RSUD Tugurejo

%

90

90

90

90

90

90

90

Persentase
pemenuhan
Standar
Pelayanan
Minimum (SPM)
RSUD Kelet
Donorejo

%

87

88

89

90

90

90

90
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Program / Indikator Kondisi Target Kinerja

Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal

Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah

Persentase % 98 98 98 98 98 98 98
pemenuhan
Standar
pelayanan
minimum (SPM)
RSJD dr. Amino
Gondohutomo

Persentase % 98 98 98 98 98 98 98
pemenuhan
Standar
pelayanan
minimum (SPM)
RSJD Surakarta

Persentase % 97 100 100 100 100 100 100
pemenuhan
Standar
pelayanan
minimum (SPM)
RSJD dr. R.M.
Soedjarwadi
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Program / . Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Persentase % n.a 85 85 85 85 85 85
pemenuhan
Standar
pelayanan
minimum (SPM)
RS khusus mata
Program - -
Pemenuhan

Upaya Kesehatan
Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Penyediaan
Layanan
Kesehatan
Untuk UKP
Rujukan, UKM
Dan UKM
Rujukan Tingkat
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Program / Indikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 35 35 35 35 35 35 35
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Ibu Pelayanan
Dan Anak Kesehatan Ibu
dan Anak
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Usia Pelayanan
Produktif Kesehatan Usia
Produktif
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Usia Pelayanan
Lanjut Kesehatan Usia
Lanjut
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Gizi Pelayanan
Masyarakat Kesehatan Gizi
Masyarakat
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Program / Indikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah 2023
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Kerja | Pelayanan
Dan Olahraga Kesehatan Kerja
dan Olahraga
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Pelayanan
Lingkungan Kesehatan
Lingkungan
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Promosi Pelayanan
Kesehatan Promosi
Kesehatan
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Pelayanan
Tradisonal, Kesehatan
Akupuntur, Tradisional,
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penetapan lokasi
dan

Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah

Asuhan Mandiri | Akupuntur,

Dan Tradisional Asuhan Mandiri

Lainnya dan Tradisional
Lainnya

Dinas - -

3 Perumahan

Rakyat Dan

Kawasan

Pemukiman
Persentase % n.a 1 2 2 2 2 2
Peningkatan
Rumah Layak
Huni Bagi
Masyarakat
Persentase % n.a 85 78 71 71 71 71
Penurunan
Kawasan Kumuh
Persentase % n.a 100 100 100 100 100 100
terselesaikannya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027 | 2028

2029

2030

terfasilitasinya
pelaksanaan
pengadaan tanah
untuk
kepentingan
umum

Persentase
pelaksanaan
Reforma Agraria
oleh Gugus
Tugas Reforma
Agraria

%

100

100

100 100

100

100

Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi

Persentase
pengangguran
yang
ditempatkan

%

28

29

29

29 29

29

29

Persentase
Kabupaten/Kota
yang menyusun
Rencana Tenaga

%

34

63

63

74 74

74

74
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027 | 2028

2029

2030

Kerja Daerah

Tingkat
Produktivitas
Tenaga Kerja di
Jawa Tengah (
Juta Rp)

(Juta Rp)

21,59 (TW

111)*)

56

57

57 57

57

57

Persentase
peningkatan
tenaga kerja
yang kompeten

%

10

10

11 11

11

11

Persentase
tenaga kerja
yang
ditempatkan

%

71

71

71

71 71

71

71

Persentase
Perusahaan yang
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/PKB,
LKS Bipartit,
Struktur Skala
Upah, dan
terdaftar peserta

%

91

91

92

92 92

92

92
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
BPJS
Ketenagakerjaan)
Persentase % 88 82 81 80 80 80 80
penurunan
pelanggaran
norma
ketenagakerjaan
Program - -
Pelatihan Kerja
Dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Pelaksanaan - -
Latihan Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
Proses Jumlah Tenaga Orang 100 100 100 100 100 100
Pelaksanaan Kerja yang
Pendidikan Dan Mendapat
Pelatihan Pelatihan
Keterampilan Bagi | Berbasis
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Pencari Kerja kompetensi
Berdasarkan Pada Tahun n
Klaster
Kompetensi
Program - -
Penempatan
Tenaga Kerja
Pelayanan - -
Antar Kerja
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penyuluhan Dan | Terlaksananya Jumlah 50 50 50 50 50 50
Bimbingan Penyuluhan dan | Pencari kerja
Jabatan Bagi Bimbingan yang
Pencari Kerja Jabatan bagi Mendapatkan
Pencari Kerja Penyuluhan

dan

Bimbingan

Jabatan
Perluasan Terwujudnya Jumlah 100 100 100 100 100 100

Perluasan Tenaga
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Kesempatan Kerja | Kesempatan Kerja| Kerja yang
Diberdayakan
Melalui
Program
Perluasan
Kesempatan
Kerja
Penyelenggaraan | Terselenggaranya | Jumlah 30 30 30 30 30 30
Unit Layanan Unit Layanan tenaga kerja
Disabilitas Disabilitas disabilitas
Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan |yang
mendapatkan
fasilitasi
layanan ULD
Program - -
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi
Penataan - -
Persebaran

Penduduk Yang
Berasal Dari
Lintas
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
DaerahKabupaten
/Kota Dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten
Penyuluhan Jumlah Calon Kepala 30 30 30 30 30 30
Transmigrasi Transmigran Keluarga
yang
Mendapatkan
Penyuluhan
Pelatihan Jumlah Calon Orang 100 100 100 100 100 100
Transmigrasi Transmigran
/Transmigran
yang
Mendapatkan
Pelatihan
Dinas - -
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah

Keluarga

Berencana
Persentase % n.a 35 35 40 40 40 40
perempuan yang
dilatih
pemberdayaan
ekonomi menjadi
wirausaha
Rasio kekerasan % 5,60 5,50 6 - -
terhadap
perempuan
Indeks % n.a 66 67 68 68 68 68
perlindungan
anak
Total Fertility Angka n.a 2 2 2 2 2 2
Rate (TFR)

Program - -

Pengarusutamaa

n Gender Dan

Pemberdayaan

Perempuan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Pelembagaan - -
Pengarusutamaa
n Gender (PUG)
Pada Lembaga
Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten
Koordinasi Dan Jumlah laporan Laporan 2 2 4 4 4 4 4
Sinkronisasi hasil koordinasi
Penyelenggaraan | dan sinkronisasi
PUG Kewenangan | penyelenggaraan
Kabupaten PUG tingkat
Kabupaten
Advokasi Jumlah SDM Dokumen 2 2 2 2 2 2 2
Kebijakan tingkat
Dan Kabupaten yang
Pendampingan memperoleh
Penyelenggaraan | advokasi
PUG Kewenangan | Kebijakan dan
Kabupaten Pendampingan
Penyelenggaraan
PUG
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Pemberdayaan - -
Perempuan
Bidang Politik,
Hukum, Sosial,
Dan Ekonomi
Pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten
Sosialisasi Jumlah pengelola Orang 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan organisasi
Partisipasi kemasyarakatan
Perempuan Di /profesi/dunia
Bidang Politik, usaha/media
Hukum, Sosial tingkat
Dan Ekonomi Kabupaten yang
Kewenangan mengikuti
Kabupaten peningkatan
kapasitas dalam
rangka
peningkatan
partisipasi
perempuan di
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
bidang politik,
hukum, sosial
dan ekonomi
Advokasi Jumlah Lembaga 30 30 30 30 30 30 30
Kebijakan organisasi
Dan kemasyarakatan
Pendampingan / profesi/dunia
Peningkatan usaha/media
Partisipasi tingkat
Perempuan Kabupaten
Dalam Politik, yang diadvokasi
Hukum, Sosial | dan didampingi
Dan Ekonomi dalam rangka
Kewenangan peningkatan
Kabupaten partisipasi
perempuan di
bidang politik,
hukum, sosial
dan ekonomi
Program - -
Perlindungan
Perempuan
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan Yang
Melibatkan Para
Pihak Lingkup
Daerah Provinsi
Dan Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi Dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan,
Program Dan
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten /Kota

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan,
Program dan
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
terhadap
Perempuan
Kewenangan

Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




Program / . Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Kabupaten /Kota
Advokasi Jumlah Perangkat Perangkat 2 2 2 2 2 2 2
Kebijakan Dan Daerah yang Daerah
Pendampingan Mendapat
Layanan Advokasi
Perlindungan dan
Perempuan Pendampingan
Kewenangan Layanan
Kabupaten/Kota | Perlindungan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan Dan - -
Pengembangan
Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan
Perempuan
Kewenangan
Provinsi
Advokasi Jumlah Dokumen 3 3 3 3 9 9 9
Kebijakan Dan Dokumen
Pendampingan Hasil Advokasi
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Penyediaan Kebijakan dan
Sarana Pendampingan
Prasarana Penyediaan
Layanan Bagi Sarana
Perempuan Prasarana
Korban Layanan bagi
Kekerasan Perempuan
Kewenangan Korban
Kabupaten/Kota | Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Program / . Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Peningkatan Jumlah sumber Orang 10 10 10 10 10 10 10
Kapasitas daya Lembaga
Sumber Daya Penyedia Layanan
Lembaga Penanganan
Penyedia Layanan | bagi Perempuan
Penanganan Bagi | Korban
Perempuan Kekerasan
Korban Kewenangan
Kekerasan Kabupaten/Kota
Kewenangan yang Mendapat
Kabupaten/Kota | Peningkatan
Kapasitas
Penyediaan Jumlah Orang 100 100 125 150 150 150 150
Kebutuhan Perempuan
Spesifik Bagi dalam Situasi
Perempuan Darurat dan
Dalam Situasi Kondisi
DaruratDan Khusus
Kondisi Khusus kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota |yang
Mendapatkan
pemenuhan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Kebutuhan
Spesifik
Program - -
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
Peningkatan - -
Kualitas
Keluarga Dalam
Mewujudkan
Kesetaraan
Gender (KG) Dan
Hak Anak
Kewenangan
Kabupaten
AdvokasiKebijakan| Jumlah Perangkat| Perangkat 10 10 20 35 35 35 35
Dan Daerah yang Daerah
Pendampingan Mendapat
Keluarga Untuk Advokasi dan
Mewujudkan KG | Pendampingan
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Indikator Kondisi Target Kinerja

Program / L
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Daerah

Dan Perlindungan | Keluarga untuk
Anak Kewenangan Mewujudkan KG

Kabupaten dan Perlindungan

Anak

Kewenangan

Kabupaten
Program - -
Pengelolaan

Sistem Data
Gender Dan
Anak

Pengumpulan, - -
Pengolahan
Analisis Dan
Penyajian Data
Gender Dan
Anak Dalam
Kelembagaan
Data Di Tingkat
Daerah
Kabupaten

Penyediaan Data |Jumlah Dokumen| Dokumen 6 6 6 6 6 6 6
Gender Dan Anak | Data Gender dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




Program / . Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Kabupaten Anak Kabupaten
yang Tersedia
Penyajian Dan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1

Pemanfaatan
Data Gender
Dan Anak Dalam
Kelembagaan
Data Kabupaten

Penyajian dan
Pemanfaatan
Data Gender dan
Anak dalam
Kelembagaan
Data Kabupaten

Program
Pemenuhan
Hak Anak (PHA)

Pelembagaan
PHA Pada
Lembaga
Pemerintah,
Non Pemerintah,
Dan Dunia
Usaha
Kewenangan
Kabupaten
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Koordinasi Jumlah Dokumen| Dokumen 2 2 2 2 2 2 2
Dan Sinkronisasi | Hasil Koordinasi
Pelembagaan dan Sinkronisasi
Pemenuhan Pelembagaan
Hak Anak Pemenuhan Hak
Kewenangan Anak
Kabupaten Kewenangan
Kabupaten
Advokasi, Jumlah perangkat Perangkat 20 20 20 20 20 20 20
Sosialisasi daerah yang daerah
Dan mempunyai
Pendampingan dokumen
Pelaksanaan pembangunan
Kebijakan daerah yang
Pemenuhan Hak | responsif hak
Anak Pada anak dan
Lembaga berperan aktif
Pemerintah, Non | dalam Gugus
Pemerintah, Tugas KLA
Media Dan Dunia | tingkat
Usaha Kabupaten yang
Kewenangan berfungsi
Kabupaten
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Penguatan Dan - -
Pengembangan
Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten
Penguatan Jumlah Kegiatan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
Jejaring Antar kerjasama antar
Lembaga Penyedia | Lembaga
Layanan penyedia layanan
Pemenuhan Hak | pemenuhan hak
Anak Kewenangan | anak Kewenangan
Kabupaten Kabupaten
Pengembangan Jumlah kegiatan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
Komunikasi, KIE Pemenuhan
Informasi Dan Hak Anak
Edukasi

Pemenuhan Hak
Anak
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Program - -
Perlindungan
Khusus Anak
Pencegahan - -
Kekerasan
Terhadap Anak
Yang Melibatkan
Para Pihak
Lingkup Daerah
Kabupaten
Koordinasi Dan Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Sinkronisasi Hasil Koordinasi
Pencegahan dan Sinkronisasi
Kekerasan Pencegahan
Terhadap Anak Kekerasan
Kewenangan terhadap Anak
Kabupaten Kewenangan
Kabupaten
Advokasi Dan Jumlah SDM Orang 30 30 30 30 30 30 30
Pendampingan yang
Perangkat Daerah | memperoleh
Dalam advokasi dan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Pelaksanaan Pendampingan
Kebijakan /Progra | dalam
m/Kegiatan pelaksanaan
Pencegahan KTA | kebijakan
Kewenangan program/kegiatan
Kabupaten pencegahan KTA
Keweangan
Kabupaten
Penyediaan - -
Layanan Bagi
Anak Yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus Yang
Memerlukan
Koordinasi
Tingkat
Kabupaten
Penyediaan Jumlah AMPK Orang 1 1 1 1 1 1 1
Layanan yang
Pengaduan mendapatkan
Masyarakat Bagi | layanan
Anak Yang pengaduan
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027 | 2028

2029

2030

Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Kabupaten

Kewenangan
Kabupaten

Program
Pengendalian
Penduduk

Pemaduan

Dan Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah
Pusat Dengan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Dalam
Rangka
Pengendalian
Kuantitas
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Penduduk
Penyusunan Jumlah Dokumen| Dokumen 2 - 2
Dan Pemanfaatan | Penyusunan dan
Grand Design Pemanfaatan
Pembangunan Grand Design
Kependudukan Pembangunan
(GDPK) Tingkat Kependudukan
Kabupaten (GDPK) Tingkat
Kabupaten
Advokasi Dan Jumlah Laporan Laporan 4 4 4 4 4 4
Sosialisasi GDPK | Pelaksanaan
Advokasi dan
Sosialisasi GDPK
Advokasi Dan Jumlah Advokasi Daerah 2 2 2 2 2 2 2

Sosialisasi
Pembentukan
Rumah Data
Kependudukan
Di Kampung KB
Untuk
Memperkuat
Integrasi Program

dan Sosialisasi
Pembentukan
Rumah Data
Kependudukan
di Kampung

KB Untuk
Memperkuat
Integrasi Program
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Bangga Kencana | Pembangunan
Dan Sektor Lain Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana
(Bangga Kencana)
dan Sektor Lain
Penyerasian Jumlah Dokumen| Dokumen 4 4 4 4 4 4 4
Kebijakan Hasil Penyerasian
Pembangunan Kebijakan
Daerah Kabupaten| Pembangunan
Terhadap Daerah
Pembangunan Kabupaten
Keluarga, terhadap
Kependudukan, Pembangunan
Dan Keluarga Keluarga,
Berencana Kependudukan,
(Bangga Kencana) | dan Keluarga
Berencana

(Bangga Kencana)
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Program / . Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Program - -
Pembinaan
Keluarga

Berencana (Kb)

Pengembangan
Desain Program,
Pengelolaan Dan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi Dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana (KB)
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah

Pengembangan Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1 1 1
Strategi Hasil
Operasional Pengembangan
Advokasi, Strategi
Promosi Sesuai Operasional
Kearifan Lokal Advokasi, Promosi

Sesuai Kearifan

Lokal
Pengembangan Jumlah Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Strategi Dokumen Hasil
Operasional Pengembangan
Promosi Strategi
Dan Konseling Operasional
Kesehatan Promosi dan
Reproduksi Konseling
Sesuai Dengan Kesehatan
Kearifan Budaya | Reproduksi

Lokal

Sesuai dengan
Kearifan Budaya
Lokal
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah

Pengembangan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Dan Penyediaan Hasil
Materi Promosi Pengembangan
Dan Konseling dan Penyediaan
Kesehatan Materi Promosi
Reproduksi Dan dan Konseling
Hak-Hak Kesehatan
Reproduksi Reproduksi dan
Sesuai Dengan Hak-Hak
Kearifan Budaya | Reproduksi
Lokal sesuai dengan

Kearifan

Budaya Lokal
Penurunan Jumlah Promosi Daerah 35 35 35 35 35 35 35
Kehamilan Yang Kehamilan yang
Tidak Diinginkan | tidak diinginkan
Penggunaan Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1 1 1
Media Massa Penggunaan
Cetak Dan Media Massa
Elektronik Serta Cetak dan

Media Luar Ruang
Untuk Advokasi,
Promosi Dan KIE
Program Bangga

Elektronik Serta
Media Luar
Ruang untuk
Advokasi, Promosi
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Kencana Sesuai dan KIE Program
Kearifan Budaya | Pembangunan
Lokal Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencans
(Bangga Kencana)
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Daerah 35 35 35 35 35 35 35
Advokasi Dan Hasil Advokasi
KIE Program dan KIE Program
Bangga Bangga Kencana
Kencana Melalui | Melalui Mitra
Mitra Kerja Kerja
Pengembangan Jumlah Materi Dokumen 1 1 1 1 1 1 1

Dan Penyediaan
Materi Dan
Sarana Promosi,
Komunikasi,
Informasi Dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian

dan Sarana
Promosi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Program Bangga
Kencana Sesuai
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Penduduk,
Keluarga
Berencana Dan
Pembangunan
Keluarga Sesuai
Kearifan Budaya
Lokal

Kearifan Budaya
Lokal yang
dikembangkan/
disediakan.

Pemberdayaan
Dan Peningkatan
Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten Dalam
Pengelolaan
Pelayanan Dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Pengembangan
Strategi
Operasional Dalam|
Rangka

Pemberdayaan

Jumlah Dokumen
Hasil
Pengembangan
Strategi
Operasional

Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Dan Peningkatan | dalam Rangka
Peran Serta Pemberdayaan
Organisasi dan Peningkatan
Kemasyarakatan | Peran Serta
Dalam Pelayanan | Organisasi
Dan Pembinaan Kemasyarakatan
Kesertaan Ber-KB | Dalam Pelayanan
dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Peningkatan Jumlah Organisasi 30 30 30 30 30 30 30
Peran Serta Organisasi yang
Dan Kerja Sama Mengikuti
Organisasi Peningkatan
Kemasyarakatan | Peran Serta dan

Dalam Pelayanan
Dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Kerja Sama
Organisasi
KeMasyarakatan
dalam Pelayanan
dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Pengembangan Jumlah Organisasi 30 30 30 30 30 30 30
Dan Penguatan Organisasi yang
Jejaring Kemitraan| Mengikuti
Dalam Program Pengembangan
Bangga Kencana | dan Penguatan
Jejaring
Kemitraan dalam
Program
Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana

(Bangga Kencana)

Program
Pemberdayaan
Dan Peningkatan
Keluarga
Sejahtera (Ks)

Pemberdayaan
Dan Peningkatan
Peran Serta

Organisasi
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Kemasyarakatan
Tingkat
Kabupaten
Dalam
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan Dan
Kesejahteraan
Keluarga
Pengelolaan Jumlah Dokumen| Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Ketahanan Hasil Pengelolaan
Keluarga Melalui | Ketahanan
Pusat Pelayanan Keluarga Melalui
Keluarga Pusat Pelayanan
Sejahtera (Ppks) Keluarga
Sejahtera (PPKS)
Sosialisasi Dan Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1 1 1

Promosi Tentang
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
Dan Pengelolaan
Keuangan

Hasil Sosialisasi
dan Promosi
Tentang
Pemberdayaan
Ekonomi
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Keluarga Keluarga dan
Pengelolaan
Keuangan
Keluarga
Fasilitasi Jumlah Kabupaten/ 35 35 35 35 35 35 35
Pemerintah kabupaten/kota | Kota
Daerah yang mendapat
Kabupaten/Kota | fasilitasi
Dalam Pengembangan
Pengembangan Program
Program Ketahanan
Ketahanan Keluarga di
Keluarga Di Kampung
Kampung Keluarga
Keluarga Berkualitas
Berkualitas
Fasilitasi Kegiatan | Jumlah fasilitasi Laporan 1 1 1 1 1 1 1
Pemberdayaan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga | Ekonomi
Di Tingkat Keluarga di
Kabupaten/Kota | tingkat
kabupaten/kota
Peningkatan Jumlah Mitra Organisasi 50 50 50 50 50 50 50
Kapasitas Mitra | dan Organisasi
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Dan Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan |yang
Dalam Pengelolaan| mendapatkan
Program peningkatan
Ketahanan kapasitas dalam
Keluarga Melalui | Pengelolaan
Bina Keluarga Program
Balita (BKB), Bina | Ketahanan

Keluarga Remaja
(BKR), Bina
Keluarga Lansia
(BKL), Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA) Dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga

Keluarga Melalui
Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja
(BKR), Bina
Keluarga Lansia
(BKL), Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA) dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga

Pengelolaan
Pelaksanaan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Desain Program
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan Dan
Kesejahteraan
Keluarga
Fasilitasi Jumlah Bina Kelompok 30 30 30 30 30 30 30
Pembinaan Keluarga Remaja
Kelompok Bina (BKR) yang
Keluarga Remaja | mendapat
(BKR) Di fasilitasi
Kampung KB pembinaan di
Kampung KB
Sosialisasi Dan Jumlah Laporan 1 1 1 1 1 1 1
Promosi 7 Dimensi| Pelaksanaan
Lansia Tangguh Sosialisasi dan
Dan Promosi 7
Pendampingan Dimensi Lansia
Lansia Jangka Tangguh dan
Panjang Pendampingan
Lansia Jangka
Panjang
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Pengelolaan - -
Pelaksanaan
Desain Program
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan Dan
Kesejahteraan
Keluarga
Fasilitasi Jumlah Bina Kelompok 30 30 30 30 30 30 30
Pembinaan Keluarga Remaja
Kelompok Bina (BKR) yang
Keluarga Remaja | mendapat
(BKR) Di fasilitasi
Kampung KB pembinaan di
Kampung KB
Sosialisasi Dan Jumlah Laporan 1 1 1 1 1 1 1
Promosi 7 Dimensi| Pelaksanaan
Lansia Tangguh Sosialisasi dan
Dan Promosi 7
Pendampingan Dimensi Lansia
Lansia Jangka Tangguh dan
Panjang Pendampingan

Lansia Jangka
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Pangan

Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Panjang
Koordinasi Jumlah Kab/Kota 35 35 35 35 35 35 35
Pembinaan kabupaten/kota
Pengelolaan yang
Dapur Sehat mendapatkan
Atasi Stunting pembinaan
(DASHAT) Di pengelolaan
Kampung Dapur Sehat
Keluarga Atasi Stunting
Berkualitas (DASHAT) di
Kampung
Keluarga
Berkualitas
6 | Dinas Ketahanan - -
Pangan
Indeks Ketahanan Angka n.a 83 83 82.75 | 82.75 | 82.75 | 82.75

Program
Peningkatan
Diversifikasi
Dan Ketahanan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Daerah

Pangan

Masyarakat

Promosi - -

Pencapaian

Target Konsumsi

Pangan Perkapita

/Tahun Sesuai

Dengan Angka

Kecukupan Gizi

Melalui Media

Kabupaten

Koordinasi Dan Jumlah Laporan 37 37 37 37 37 37 37

Sinkronisasi Koordinasi dan

Pelaksanaan Sinkronisasi

Advokasi, Edukasi,| Pelaksanaan

Dan Sosialisasi Advokasi,

Konsumsi Pangan | Edukasi, dan

Beragam, Bergizi, | Sosialisasi

Seimbang Dan
Aman (B2SA)

Konsumsi Pangan
Beragam, Bergizi,
Seimbang dan
Aman (B2SA)
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Promosi Jumlah Promosi Dokumen 4 4 4 4 4 4 4
Penganeka Penganekaragam
ragaman an Konsumsi
Konsumsi Pangan Berbasis
Pangan Berbasis | Sumber Daya
Sumber Daya Lokal
Lokal
Program - -
Pengawasan
Keamanan
Pangan
Pelaksanaan - -
Pengawasan
Keamanan
Pangan Segar
Distribusi Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Rekomendasi Jumlah Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Keamanan Dan Rekomendasi
Mutu Pangan Keamanan dan
Segar Asal Mutu Pangan
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NO2

Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah

Tumbuhan Lintas | Segar Asal

Daerah Tumbuhan

Kabupaten/Kota | Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
yang diterbitkan

7 | Dinas - -

Lingkungan

Hidup Dan

Kehutanan
Indeks Kualitas Angka 51 51 51 51 51 51 51
Air
Indeks Kualitas Angka 85 85 85 85 85 85 85
Udara
Indeks Pencemar Angka 3 3 3 3 3 3 3
Air
Indeks SO2 dan Angka 0 0 0] 0 0 0 0
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Indeks Kualitas
Lahan

Angka

42

42

42

42

42

42

42

Luas Tutupan
Lahan

Ha

1.022.457

1.022.
457

1.022.
457

1.022.
457

1.022.
457

1.022.

457

1.022.
457

Program
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan Dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat

Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, Dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup Untuk
Lembaga
Kemasyarakatan
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Tingkat Kabupaten
Penyelengaraan Jumlah Orang 100 100 100 100 100 100 100
Penyuluhan Dan | Masyarakat
Kampanye /Kelompok
Lingkungan Masyarakat/
Hidup Tingkat Pelaku Usaha
Kabupaten /Kegiatan yang
Terlibat
Penumbuhan Jumlah Keluarga Keluarga 50 50 50 50 50 50 50
Kesadaran yang Mengikuti
Keluarga Dalam Penumbuhan
Peningkatan Kesadaran
Kualitas Keluarga Dalam
Kelestarian Peningkatan
Lingkungan Hidup| Kualitas
Lingkungan
Hidup dan
Kawasan
Pemukiman
Yang Sehat
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Program / . Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
8 | Dinas - -
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa,
Kependudukan
Dan Catatan
Sipil
Indeks % n.a 4 4 4 4 4 4
Pelayanan
Adminducapil
Indeks Desa Angka n.a 1 1 1 1 1 1
Mandiri
Program - -
Peningkatan

Kerja Sama Desa

Fasilitasi Kerja
Sama Antar
Desa Yang
Menjadi
Kewenangan
Provinsi
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Program / .Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Fasilitasi Kerja Terlaksananya Jumlah 1 1 1 1 1 1 1
Sama Antar Desa | Fasilitasi Kerja Dokumen
Lintas Kabupaten | Sama antar Desa | Kerja Sama
/Kota Lintas antar Desa
Kabupaten/Kota | Lintas
Kabupaten
/Kota
Fasilitasi Kerja Terlaksananya Jumlah 1 1 1 1 1 1 1
Sama Desa Fasilitasi Kerja Dokumen
Dengan Pihak Sama Desa Kerja
Ketiga dengan Pihak Sama dengan
Ketiga pihak ketiga
yang
Dilaksanakan
Fasilitasi Terlaksananya jumlah 1 1 1 1 1 1 1
Pembangunan Fasilitasi Dokumen
Kawasan Pembangunan Hasil
Perdesaan Kawasan Fasilitasi
Perdesaan Pembangunan
Kawasan
Perdesaan
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No

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

2023

Target Kinerja

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dinas
Perhubungan

Indeks
Pelayanan
Transportasi

Angka

Rasio
Konektivitas
Provinsi

Angka

Rasio Kejadian
Kecelakaan
Transportasi
dalam 1 juta
keberangkatan

Angka

16

15

15

15

15

15

On time
performance
layanan
transportasi

%

83

85

87

87

87

87
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Program / . Ind.ikator Kondisi Target Kinerja
No | Kegiatan / Sub Kinerja Utama Satuan Awal
Kegiatan Perangkat 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Daerah
Program - -
Penyelenggaraan
Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)
Penyediaan - -
Perlengkapan
Jalan Di Jalan
Provinsi
Pembangunan Jumlah Lokasi 1 1 1 1 1 1 1
Zona Selamat Terbangunnya
Sekolah (ZOSS) Zona Selamat
Sekolah (ZOSS)

Diundangkan di Purbalingga
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BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF




pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 58
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